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ABSTRAK

MUH. ISMAIL. 105 250 260 15. 2020 Peranan BAZNAS dalam
Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
Tengah. Dibimbing oleh Saidin Mansyur, $.S., M.Hum dan Fakhrudin
Masnyur, S.El., M.El

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan
di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
Tengah yang berlangsung 2 bulan mulai dari bulan Juli sampai September
2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ketua
BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah dan sekretaris BAZNAS Kabupaten
Mamuju Tengah. Observasi dan dokumen, meliputi profii BAZNAS, dan
program BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah. Di tempat penelitian, peneliti
memperoleh data tentang peranan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskian
di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan data lapangan, ditemukan Peranan BAZNAS dalam
mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
Tengah meliputi: BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah melakukan program
perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan
menyalurkannya kepada mustahik. Adapun persentase dan Jumlah Penduduk
Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2017
jumiah penduduk miskin berada pada angka 6.59%. Dan pada data terakhir, tahun
2019 jumiah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah justru mengalami
penurunan yakni berjumlah 6.87%. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan
Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dengan mencapai target perencanaan. Karna
semua program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah
tergantung dan disesuaikan dari prediksi dana yang masuk. Prioritas dari distribusi
atau penyaluran zakat adalah memenuhi kebutuhan dasar dari para mustahik, dan
apabila kebutuhan dasar para mustahik telah terpenuhi barulah penyailurannya akan
diarahkan kepada pendayagunaan yang bermanfaat.

Kata Kunci: BAZNAS , Kemiskinan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten
Mamuju Tengah
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dan hidayah Nya sehingga Skripsi dengan Judul “Peranan BAZNAS dalam
Mengentaskan Kemiskinan di Kacamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah”
dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat serta salam Jjuga tak hupa kita
kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan

sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga
pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang di
hadapi, namun berkat ridha dari Allah swt., dan bimbingan dari berbagai pihak
maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu,
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penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :
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selanjutnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Makassar, 10 Muharram 1442 1
29 Agustus 2020 M

PENELITI

MUH ISMAIL




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... sstnnsenssesiesseesiaeeeseesvesssmessseees e eees i
PENGESAHAN SKRIPSH ..cc....vuiiitinaeceecceeeeseeeeeees oot ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............coomuiveeorooroeeoeoeeeeoeoeeeeoeeeen iii
ABSTRAK .ottt et et sesasesctsensts e s ssee s eesee ettt eeee e iv
KATA PENGANTAR ......coiiieiuiimntinnincs e seesseeseeesstes st eesesee e, v
DATRNERIEe, Y. e \\\\\LLLI /7//// . "4 viii
BAB F PENDAHULUAN .......ooiteeieetrteee e es e 1
A LatarBelakang...................oo 1
B. RumusanMasalah.................................. 7
C. Tujuan Penelitian ... 7
D. Manfaat Penelitian ... 7
BAB 1l TINJAUAN TEORITIS........coovieeeeeemseeeenseeseoeoesss e 9
A. Badan Amil Zakat Nasiona} (BAZNAS) ..o 9
1. Pembentukan BAZNAS ... 9
2. Tujpan BAZNAS ... 11
3. Susunan Organisasi BAZNAS ... 12
B. Pengentasan Kemiskinan ... 13
1. Pengertian Kemiskinan.............................. 13
2. Macam-Macam Kemiskinan............................ 15
3. Faktor-Faktor Kemiskinan............................. 16
4. Keriskinan di Perkotaan ... 16
C. Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan........... 18

viii




E. KerangkaKonseptual ... 24
BAB 1Il METODE PENELITIAN......ccooui et 25
A. Jenis Penelitian........................ ... 25
B. Lokasidan Objek Penelitian......................oooo 26
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian ... ... . 26
D. SumberData........................... 27
E. Teknik Pengumpulan Data......................... ... 28
F. Teknik Analisis Data ... 29
BAB IV HASIL PENELITIAN.........ccomtiieeeeeereeeseenes e 32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 32
B. Peranan BAZNAS MamujuTengah ... 38
C. Kondisi Kemiskinan di KecamatanTobadak
Kabupaten Mamuju Tengah . ... i 40
D. Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan
di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah............. 43
BAB VPENUTUP ..ottt ssess s et 49
A Kesimpulan ... 49
B. Saran ... 50
DAFTAR PUSTAKA........cooceiititiiseneeeeesransseme e semsese st s eeeeeees et 52
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN




BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan, adalah salah satu dari
sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan,
khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya
penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam
perbaikan negara.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran.Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi
Barat pada bulan Maret 2007 sebesar 189,9 ribu orang, yaitu 55,1 ribu
orang di daerah perkotaan dan 134,8 ribu orang di daerah perdesaan.
Dibandingkan dengan keadaan Juli 2006, yang 191,3 ribu orang,jumiah
penduduk miskin menurun sekitar 1.400 orang. Secara relatif penduduk
miskin pada Maret 2007 tidak banyak berubah dibanding keadaan Juli
2006, perubahannya hanya sekitar 0,27 persen, yaitu dari 19,30 persen
pada Juli 2006 menjadi 19,03 persen pada Maret 2007. Sisa penduduk
miskin sejumlah hampir 190 ribu penduduk tersebut masih cukup besar

bagi Sulawesi Barat yang penduduknya masih sangat sedikit (sekitar 1



jutaan)’ Jika kita bandingkan antar daerah, jumlah penduduk miskin di
daerah perdesaan turun sedangkan di daerah perkotaan mengalami
peningkatan. Selama periode Juli 2006-Maret 2007, penduduk miskin di
daerah perdesaan berkurang sebesar 3.400 orang, sementara di daerah

perkotaan malah meningkat sekitar 2.0 ribu orang.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh
Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan. Selama periode Juli 2006-Maret 2007, Garis Kemiskinan naik
sebesar 10,37 persen, yaitu dari Rp.121.843,- per kapita per bulan pada

Juli 2006 menjadi Rp.134.473,- per kapita per bulan pada Maret 2007 .2

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang
terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Bukan-Makanan (GKBM),terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh
lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan,
sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 82,00 persen berbanding
18,00 persen. Perubahan harga yang terjadi pada kelompok makanan
tentunya akan sangat berpengaruh pada garis kemiskinan, dan yang

paling terkena imbasnya adalah masyarakat perkotaan yang notabene

*Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman
Kermiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan {P2) Menurut Provinsi

hitp:/fwww.bps.go. idflinkTabe!lStatis/view/id!1489 diakses pada 25 november 2018 pukul

16.30.
2 (Bank Indonesia, 2007)




kebutuhan makanannya diperoleh dengan cara membeli. Jika pendapatan
mereka konstan atau peningkatannya tidak dapat mengikuti naiknya harga
barang (inflasi), maka besar kemungkinan akan menambah jumizh
penduduk miskin. Berbeda dengan masyarakat di perdesaan, perubahan
harga barang makanan tidak begitu berpengaruh pada mereka, karena
bahan makanannya kebanyakan diproduksi sendiri. Sehingga jika harga

bahan makanan naik, mereka tidak serta merta menjadi miskin,

Hal ini menjadi penyebab persentase maupun jumlah penduduk
miskin perkotaan Sulawesi Barat cenderung meningkat, sebaliknya jumlah

dan persentase penduduk di wilayah perdesaan menurun

Pada bulan Maret 2008 sampai maret 2010 Jumlah penduduk
miskin di Provinsi Sulawesi Barat terus mengafami penurunan, yakni
berturut-turut sebesar 16,73 persen (171,1 ribu orang); 15,29 persen (158,
2 ribu orang); dan 13,58 persen (141,3 ribu orang). Dibandingkan keadaan
Maret 2008 sampai Maret 2010,jumlah penduduk miskin menurun sekitar
29.800 orang, dengan laju penurunan sekitar 9,12 persen
pertahun.Secara relatif dalam kurun wakiu tiga tahun penduduk miskin
menurun cukup signifikan sekitar 3,15 persen, yaitu dari 16,73 persen
pada Maret 2008 menjadi 13,58 persen pada Maret 2010. Sisa penduduk
miskin sejumiah hampir 141,3 ribu penduduk tersebut masih relatif cukup
besar bagi Sulawesi Barat yang jumlah penduduknya masih relatif sedikit

(sekitar 1 jutaan).Jika kita bandingzkan antar daerah, jumlah penduduk

miskin baik di daerah perdesaan maupun perkotaan mengalami




penurunan. Selama periode Maret 20 Maret 2010, penduduk miskin di
daerah perdesaan berkurang sebesar 15.200 orang, sementara di daerah
perkotaan turun sekitar 14.600 orang. Persentase penduduk miskin antara
daerah perkotaan dan perdesaan pun mengikuti pola nilai absolutnya,

meskipun perubahannya tidak telalu besar.?

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah
dilakukan. Mamuju tengah sendiri sebagaimna dilansir oleh situs badan
pusat statistik BPS, bahwa dalam 3 tahun terakhir kemiskinan di mamuju

tengah terus meningkat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju Tengah,
adalah Lembaga Pengumpul Zakat Kabupaten Mamuju Tengah yang
mempunyai amanah Sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2017 Tentang
Zzkat, Infaq dan Shadagah. Sekretariat Baznas Terletak di Pusat Kota
Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di Jalan Poros Benteng Tobadak,

Depan Pintu Gerbang KTM Tobadak

Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam
pengentasan kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa
Khulafaur Rasyidin, hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah
Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan
dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga

termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil

°(BPS Sulawesi Barat,2010).




perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang
kemudian diadopsi di Indonesia, dibentukiah Badan Amil Zakat Nasional

(selanjutnya disebut BAZNAS).4

Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan
kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili®
diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara.
Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran
kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini
akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai
pengelola penyaluran dan distribusi zakat seyogianya berperan vital dalam
pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah

menciptakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini mencoba membahas peran yang dimainkan oleh
BAZNAS di wilayah Mamuju Tengah . MATENG memiliki 5 Kecamatan.
Artinya MATENG memiliki satu BAZNAS yang nantinya akan diteliti
perannya dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah MATENG. Topik
ini sengaja diangkat oleh penulis agar setidaknya dapat memberikan
solusi akademik, yakni tentang teori peran (role theory). Dalam kajian ini,

BAZNAS-lah memainkan peran tersebut. Selain itu, topik ini sengaja

* Departemen Agama RI. Al-Qur,an Dan Terjemahannya, (Solo: PT Tiga
Serangkai, 2013), h. 17

® Wahbah Az-Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, alih bahasa Agus Efendi
dan Baharuddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000}, him. 3.



diangkat sebagai tawaran solusi pengentasan kemiskinan. Apabila
BAZNAS benar-benar memberikan peran positif bagi pengentasan
kemiskinan khususnya di witayah Mamuju Tengah, maka segala program
dan usaha BAZNAS haruslah kita dukung sepenuhnya. Agar tujuan
menghilangkan atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan di

Indonesia dapat tercapai.

Topik tentang zakat ataupun Badan Amil Zakat (baik bentukan
negara ataupun swasta) sudah sangat sering dikaji. Namun belum
menyentuh pada pembahasan peran BAZNAS dalam pengentasan
kemiskinan dalam skala nasional maupun wilayah kedaerahan. Adapun
peran yang dipaparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya,
hanya bersifat penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan

BAZNAS kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian.

Harapan penulis pada kajian ini adalah mengetahui peran BAZNAS
dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setidaknya, pada hasil
akhir, kita dapat mengetahui apakah BAZNAS berperan mengentaskan
kemiskinan di wilayah Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah, atau justru
tidak berperan. Di samping itu, harapan lain dari penulis adalah
mendapatkan solusi jitu dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya

di wilayah Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.§

6 (BAZNAS Mamuju Tengah)



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukankan di atas maka
yang dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Peranan Baznas dalam mengelolah zakat di
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah ?
2. Bagaimana kondisi kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten
Mamuju Tengah ?
3. Bagaimana peranan Baznas dalam pengentasan kemiskinan di
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peranan Baznas dalam mengolah zakat di
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuiju tengah
2. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kecamatan Tobadak
Kabupaten Mamuju tengah
3. Untuk mengetahui peranan Baznas dalam pengentasan kemiskinan
di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari pelaksanaan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis:

a. Hasil penelitian ini tentunya sangat berguna bagi penulis sebagai

media pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan baik




secara teori maupun praktek Hukum Ekonomi Syariah sesuai
dengan disiplin ilmu yang telah penulis tekuni.

b. Untuk mendapatkan informasi mengenai aktifitas-aktifitas Badan
Amil Zakat Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah

2. Manfaat Praktis

a. Untuk mengetahui usaha dan bentuk pengelolaan zakat di
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuiju tengah

b. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Baznas dalam
pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten

Mamuju tengah



BAB I
TINJAUAN TEORITIS

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pembentukan Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang
melakukan pengekola zakat secara nasional (pasal 1 ayat 7) yang
didirikan oleh pemerintah(pasal 5 ayat 1) yang didirkan atas usul
Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari
lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan
BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur
masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan
tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat).(pasal 8 ayat 1,2,3 dan 4).

Pendirian BAZNAS dilatar belakangi oleh kondisi nasional, dimana
semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam
pembangunan. Demikian pula dengan umat islam di Indonesia yang
merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi
dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh berbagai negara
dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya. Di negara-negara

yang tengah membangun khususnya di negara berkembang, persoalan
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biaya pembangunan merupakan persoalan yang sangat pelik dan suiit di
pecahkan.

Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukaniah dana
yang berasal dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari
potensi sendiri berupa pemberdayaan potensi ekonomi umat atau
bangsa. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim |,
sebenamya ada mekanisme yang bisa digalakan untuk pemberdayaan
ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan seara menyeluruh, yakni
pranata zakat, infaq, dan shadagah.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011% tentang
Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai
lembaga yang berwenang melakukan pengeloiaan zakat secara nasional.
Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah
nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama
Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengeiolaan zakat yang
berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian
hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan

pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

A Djazuli dan Yadi Janwari Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah
Pengenalan (Cet. |; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 37

8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
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dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan
peruntukan yang ditkrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan
dalam pembukuan tersendiri.

2. Tujuan Baznas
Beberapa tujuan Baznas adalah sebagai berikut:

a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream
(arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola
Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.

b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam
mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional,

c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri
melalui penguatan regulasi.

d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun
jumlah penghimpunan.

e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.

f. Optimalisasi KKi (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui
penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan
lembaga serta SDM OPZ.

g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan
internasional.

h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan

koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan



12

syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan [uar
negeri.

I. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.

j. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.

K. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

3. Susunan Organisasi BAZNAS?®

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

a. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan
pengumpuian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan
ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daiam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan
pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan dan hasil
pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil
pengawasan oleh Komisi Pengawas.

b. Dewan Pertimbangan

Tugas dari Dewan Pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan
berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana agar tugas dari badan

pelaksana dapat berjalan dengan baik.

® A Djazuli dan Yadi Janwari,op cit, h 50
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c. Komisi Pengawas

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Komisi Pengawas dapat
meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan
keuangan.

Mengenai jangka waktu keanggotaan BAZNAS sesuai yang
tercantum dalam pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001'° tentang Badan Amil
Zakat nasional yaitu Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk
satu kali periode selama 3 (tiga) tahun. Anggota Badan Amil Zakat
Nasional yang telah menyelesaikan satu periode, dapat diangkat kembali
sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk satu kali
periode berikutnya.

B. Pengentasan kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi
ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-
rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini di
tandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi
kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak

0 Pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
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berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata
seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. !’

Definisi tentang kemiskinan menurut Nabil Subhi Ath-Thawil adalah
tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok.
Kebutuhan-kebutuhan ini di anggap pokok karena ia menyediakan batas
kecukupan minimum untuk hidup manusia yang layak dengan tingkatan
kemuliaan yang dilimpahkan Allah atas dirinya.?

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan
politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejanhteraan. Secara sosial
kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk
mendapatkan kesempat an-kesempatan meningkatkan produktivitas.
Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses
terhadap kekuasaan.!®

Dari beberapa definisi diatas, kemiskinan adalah suatu kondisi
ketidakmampuan sesorang adalan memenuhi kebutuhan dasar atau
standar hidup (sandang, papan dan pangan) karena pendapatan yang

rendah.

" Elly M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, { Jakarta : Prenamedia
Group, 2011), h. 788

12 Aath-Thawii, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim, Terj.
Muhammad Bagi, (Cet I: Bandung : Mizan, 1985), h.36

'3 Tadjuddin Noer Efendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan,
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993), h. 201-204
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2. Macam - Macam Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidakliah
mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan di jelaskan
macam-macam ukuran kemiskinan yang paling umum di gunakan yaitu :

a. Kemiskinan Kuitural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi
sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat
yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak
mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara yang modern.
Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak
hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

b. Kemiskinan Natural adalah karena dari awalnya memang
miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memliki
sumber daya manusia maupun pembangunan. Kemiskinan natural ini
merupakan kemiskinan yang di sebabkan oleh faktor-faktor alamiah
seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam.
Kemiskinan ini merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya
ataupun daerah yang terisolasi.

C. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang di
sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada
umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik
yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk

kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif, 14

" Elly M. Setiadi, Usman Kolip, op cit, h 796
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3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Menurut pendapat Bagong Suyanto's, ada tiga faktor penyebab
terjadinya kemiskinan di pedesaan dan diperkotaan, yaitu:

a. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi
lain, di tambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk
usaha.

b. karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan
hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.

C. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktauan masyarakat,
dengan artian mereka terlalu relatif terisolalir atau tidak memiliki
akses yang cukup untuk memperoleh informasiinformasi yang
dibutuhkan, disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena
kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau
rentan.

Daiam Istam, Allah Swt menganjurkan para hamba-hambaNya untuk
mencari rezeki atau karuniaNya. Manusia diperintahkan untuk tidak

melupakan dunianya.

nuee - &#Teiz¥  ¢pa E= -B@®46C $t°1¢ a208: 95 iy
) L ab a0uU b Bp U @S g
bp 0

Teriemahnya :

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatiah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.( Al-Jumu’ah:10)

'S Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, (Jakarta:Erlangga, 2002), h 98
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4. Kemiskinan di Perkotaan

Kesejahteraan yang adil dan makmur adalah cita-cita semua
bangsa, namun masih sedikit yang mampu mewujudkannya. Oleh
karena itu pemberantasan kemiskinan masih merupakan salah satu
agenda yang periu segera di tuntaskan. Kesempatan kerja dengan
tingkat penghasilan yang layak masih jauh di bawah jumlah angkatan
kerja yang membutuhkanya, sehingga kelompok pengangguran dan
setengah pengangguran makin meningkat di perkotaan. Kondisi seperti
ini pada gilirannya juga akan meningkatkan angka kemiskinan.

Ukuran kemiskinan di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang
melihat bahwa masyarakat atau orang miskin itu di lihat dari rendahnya
pendapatan perbuian di bawah upah minimum reguler yang telah di
tetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ukuran tersebut, belum bisa di
katakan tepat untuk menilai suatu ukuran kemiskinan. Bisa saja dalam
suatu daerah ukuran orang miskin itu di lihat dari tidak sanggupnya dia
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk
keluarga. Ini di sebabkan banyaknya tanggungan dan beban hidup yang
di beratkan kepada seseorang.

Urbanisasi merupakan salah satu faktor bertambahnya penduduk
miskin di perkotaan. Mereka yang datang berbondong-bondong datang
dari kampung halamanya untuk dapat bertahan hidup dengan mengadu
nasib untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain kota, yang di

banijiri oleh para penduduk urban, terdapat juga penduduk asli kota



18

tersebut. Kehidupan masyarakat di kota umumya memiliki mobilitas yang
tinggi.

Pembangunan secara tidak terduga memisahkan masyarakat
menjadi dua kelompok yang berbeda tajam dari satu yang lain. Ada satu
kelompok yang stabil, kuat ekonominya, terjamin masa depannya. Ada
satu kelompok yang tidak stabil, mudah bergeser dari sektor yang lain,
cepat berpindah pekerjaan. Kelompok inilah yang di sebut masa
apung.'® Mereka adalah kejompok yang paiing besar. Kehidupan
ekonominya hanya berlangsung dari tangan ke mulut, semuanya habis
untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar.

Daerah perkotaan sudah lama dipandang dengan daerah
pedesaan yang di anggap terbelakangan dan belum maju. Orang kota
‘modern” dan kaum tani “tradisional”, yang buta berita dan melek berita,
karena pemilikan media sumberdaya insani dan sumberdaya benda,
teknologi rendah versus teknologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak
produktif versus produksi padat modal untuk pasar, adalah serangkaian
perbedaan yang di akui ada antara daerah perkotaan dan daerah
perdesaan.'”” Pesatnya pertumbuhan kota umumnya disebabkan kota
migrasi, dan hal ini melahirkan suatu masyarakat kota yang sangat
kompleks menurut ukuran kesukuan, pekerjaan serta kelompok-

kelompok sosial.

*® Parsudi Suparian, Kemiskinan di Perkotaan, {Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
1995), h.75

7 ibid, h 76
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C. Peranan Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan

Peranan dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan terencana
seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Menurut
Margono Slamet peranan mencakup tindakan aturan perilaku yang perlu
dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam
status sosial.®

Soleman B. Taneko'® mengemukakan bahwa dalam konsep
peranan terkandung harapan-harapan tertentu yaitu harapan agar
menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan
yang dipegangnya. Dalam hal ini ada dua macam harapan, yaitu:

a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau
kewajibankewajiban dari pemegang peranan.

b. Harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat
atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam
menjalankan peran atau kewgjibannya.

Soerjono Soekamto?® menyatakan bahwa peranan adalah aspek
dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban
sesuai dengan kedudukannya. Menurut Levinson dalam Soekamto

peranan mencakup tiga hal yaitu:

'8 Margono Stamet, Pengantar Sosiologi, (Jakarta :CV. Rajawali,1885), h 15

'% Soleman 8. Taneko, Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia.
(Jakarta: Fajar Agung, 1986), h 23

0 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h
212-213
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan ini dalam arti
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perkelakuan individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berkaitan dengan kepentingan penelitian, dalam hal ini peranan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat diartikan sebagai tindakan
atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat dalam
melaksanakan harapan yang dimiliki Peranan suatu lembaga atau
organisasi dalam masyarakat lebih banyak menyangkut pada aktivitasnya
tersebut yang bersumber dari program-program yang dijalankan.
Keberhasilan BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat kepada
mustahik yang benar-benar miskin dan membutuhkan atau sebaliknya.

islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta

mefebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat.

Sebagaimana firman-Nya pada surat al-Baqarah ayat 43;

GBS b Aaip Ol
8 By o
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Terjemahnya :

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-
orang yang ruku (Al-Baqarah:43)%'

Disamping itu, secrang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat
untuk membantu anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Di daiam Al-
Qur’an telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat.

E>% +  aGe8imiCwl % -} %b E-A BBIt) 4 PP
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Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'aliaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Aliah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berzakat yang
demikian mutlak dan tegas dikarenzkan dalam ibadah ini terkandung
berbagai hikmah dan manfaat (signifikansi) yang demikian besar dan

mulia baik bagi muzaki, mustahik {orang yang menerima zakat) maupun

masyarakat keseluruhan. Rasululiah Saw bersabda

31
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Artinya :

% Departemen Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2007), QS. Al-Bagarah:43
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Dari fbnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam
mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan
didalamnya (beliau bersabda). “Sesungguhnya Allah telah
mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari
orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-
orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya
menurut Bukhari).

Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan,
maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan
yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya
menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk
biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha.

Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal
pokok mencapai kekayaan dan faktor dominan dalam menciptakan
kemakmuran dunia. Ini berarti seorang muslim harus memiliki ilmu dan
ketrampilan agar dapat bekerja dan membuka iapangan kerja serta
menumbuhkan semangat untuk bekerjal/jiwa entrepreneur.

Orang islam dianjurkan untuk tidak meiupakan dunianya,bahkan

Allah Swt mengingatkan untuk tidak membenci atau mengharamkan

dunia. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman :

I ABITICHI- & « o- ~1B $h 9B b M 4QE  wi-N§mo-B &y
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Terjemahnya

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah
yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa
pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah:
"Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam
kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat
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Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang
mengetahui. (Al-Araf.32)

Andaikan seluruh umat Islam (muzaki) membayarkan zakat fitrah
maka akan didapatkan sejumiah perkalian jumlah penduduk beragama
Islam (muzaki) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya.
Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam
(muzaki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5 persen dari
penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan
didapatkan angka yang cukup memadai.?2

Belum lagi jika kemudian dikaitkan dengan sedekah dan infag.
Jika hal ini juga dilakukan maka tentunya akan didapatkan angka yang
cukup memadati untuk pemberantasan kemiskinan.
D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah beberapa literatur, artikel, dan skripsi
yang ada penulis menemukan hasil penelitian yang serupa yang telah
dilakukan sebelum melakukan penelitian ini. Penelitian yang serupa ini
berguna untuk menjadi pembanding sekaligus bahan referensi bagi
penelitian yang sedang dilakukan. Berikut tema yang membahas tentang
lembaga pengelola zakat dan kemiskinan yang ditulis:

Mardhiyah Hayati?®> dengan judul jurnal ilmiah “Peran Pemerintah

dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

2 Siti Aminah Chaniago, op cit., h 53

2 Mardhiyah Hayati, Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka
Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia, Skripsi, (IAIN
Raden Intan Lampung, 2012)
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dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia” tahun 2012. Jurnal ini mengkaji
peran pemerintah dan ulama dalam mengoptimalisasi pengelolaan zakat.
Tujuannya adalah agar zakat dapat benar-benar menjadi  solusi

pengetasan kemiskinan di indonesia.
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E. Kerangka Konseptual

AL - QUR’AN
&
AS - SUNNAH
Macam-macam Faktor- faktor penyebab
kemiskinan menurut terjadinya kemiskinan
Elly M. Setiadi adalah : menurut Faisal Basri
a. Kemiskinan Kulturat v adalah :
adalah kemiskinan a. Sempitnya
yang terjadi karna ‘ Pengentasan \ penguasaan dan
kebiasaan ~ Kemiskinan > pemilikan lahan atau
seseorang yang akses produksi {ain, di
tidak mau tambah iagi
memperbaiki taraf kurangnya
hidupnya dengan ketersediaan modal
cara yang modern. yang cukup untuk
b. Kemiskinan Naturai usaha.
adaiah kemiskinan b. Karena nilai tukar
yang memang dari Efektifitas Program hasil pfogmksi yang
awal keadaanya Baznas semakin jauh
miskin dan tertinggal dengan
biasanya hasil produksi lain,
disebabkan karena termasuk kebutuhan
cacat, sakit, atau hidup sehari-hari.
korban bencana c. Karena tekanan
alam. 4 perangkat kemiskinan
¢. Kemiskinan dan ketidaktauan
Struktural adalah Undang-undang No.23 Tahun masyarakat, dengan
kemiskinan yang 2011 tentang Pengelolaan artian mereka terlalu
disebabkan Zakat menjelaskan peran relatif terisolalir atau
rendahnya akses BAZNAS, apabila BAZNAS tidak memiliki akses
terhadap sumber tidak menjalankan fungsinya yang cukup untuk
daya. dengan baik, akan memperoleh informasi
menyebabkan yang dibutuhkan
ketidakmerataan ekonomi
disebabkan zakat yang tidak
diterima oleh orang-orang
yang berhak.

Peran BAZNAS dalam
Pengentasan Kemiskinan
tercapai




BAB HI
METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada
minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang
menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang

sesuai, dan seterusnya.*
A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian
deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil
penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-
keterangan saja.®Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup
masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang di
lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk
melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi  dalam
aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.

Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada

penelitian dalam bentuk studi kasus.Format deskriptif kualitatif studi kasus

2Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metodologi Penelitian Survei {Jakarta:
PT Pustaka LP3ES, 1989), h. 12.

% Muhammad Teguh, Metodologi Peneiitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi
(Jakarta: PT Raja Grafinde Persada, 2005), h. 118,

% Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta; PT
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 174.
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tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan

diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.
B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka
mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini
bertempat di jalan poros tobadak kab mamuju tengah, tepatnya di badan
amil zakat dan obyek penelitian ditetapkan pada badan amil zakat
nasional dan masyarakat yang berhak menerima . Penetapan lokasi
penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperiancar objek
yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan
terfokus pada pokok permasalahannya dan yang menjadi objek
penelitiannya adalah badan amil zakat nasional (baznas) kab mamuju

tengah dan masyarakat yang berhak menerima zakat
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kuzlitatif, peneliti mengfokuskan pada
situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor),

dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.?’

#Sugiyono, Memahami Penefitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285,
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D. Sumber Data
Sumber data penelitan adalah subjek dari mana dapat
diperoleh.Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan
sekunder.2®
1. Data primer.

Data primer adalah data dalam bentuk veriabal atau kata-kata
yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan
oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek
penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang
diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah badan
amil zakat nasional (baznas) dan masyarakat yang berhak menerima
zakat

2. Data sekunder,

Data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan

untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan content

analysis melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan

artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi.Untuk
menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder
yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau

institusi tertentu.2?

ZArikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2012), h. 127.

2 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial- Berbagai Alternatif
Pendekatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 55
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh
penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan
agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif Adapun cara-cara yang
ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah
fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui
sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan
untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti
dengan informan yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan
menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan
beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang
peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh
narasumber. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari
penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban narasumber yang jauh dari

pembahasan.**Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk

% M. Nazir, Mefodologi Penelitian, (Jakarta : Prenhalindo, 2003} h. 194
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bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.3!

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode
dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta
informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian.Dalam penelitian
ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang
berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan.Dalam penelitian
ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang
berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa

dokumen yang diwawancarai itu sendiri.
F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk
menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat
diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti. Penelitian
yang akan dilakukan adalah tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif
analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan

*RachmanMaman, Mefode Penelitian Pendidikan Moral, {Semarang:
UnnesPress, 2011), h 163.




dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensitesiskannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain.*?Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi

secara bersamaan yaitu: 33
a) Reduksi data

Reduksi data berarti memilih hal-hai yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yag penting, dicari tema dan potanya dan membuang yang

tidak perlu.

b) Penyajian data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

¢} Kesimpuian atau verifikasi
Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis
data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data

yang tefah diperoleh.

%2 Lexi J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) h. 248.

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet-31, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2013) h. 30



BAB iV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil BAZNAS Mamuju Tengah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan
resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan
Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dan keputusan Bupati Mamuiju
Tengah Nomor : 451.12/426/V11i/2018, yang memiliki tugas dan fungsi
menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada
tingkat kabupaten/kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS
sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara
nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab
kepada Bupati, Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian,
BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal
pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan,

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

32




2. Visi dan Misi

a. Visi

b. Misi
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- Menjadikan lembaga Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai lembaga yang

amanah dan professional.

1) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah
melalui penataan organisasi dan membangun
soliditas.

2) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengzh
sebagai lembaga ekonomi umat.

3) Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju
Tengah.

4) Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya

manusia serta pemberdayaan ekonomi umat.

3. Nilai BAZNAS

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami,

di antaranya:

1.

I\/isioner
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2. 'Optimis
3. [Nujur
4. |[Sabar
5. |[Amanah

6. |IKeteladanan

7. {Profesional

8. J|Perbaikan Berkelanjutan

9. |[Entreprenurial

ﬂ

4. Kebijakan Mutu BAZNAS

Transformasional.

Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan-

perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.

Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara
terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan

kesejahteraan mustahik.

Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Mamuju

Tengah dan LAZ.

Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk
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menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

secara nasional.

Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel

yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.

Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan

kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.

[Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat

dijadikan acuan dunia.

5. Tujuan Mutu BAZNAS

Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga,
1. |instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan

masyarakat sesuai peraturan perundangan.

IMenguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lslam
2. Idan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi

dan edukasi ZIS serta dakwah.

Membangun sistem manajemen BAZNAS Mamuju Tengah yang kuat

melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi
sistem oniine berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada

semua aspek kerja.

4. |Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan
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akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.

Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS Mamuju Tengah dan

LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.

transparan dan memberdayakan.

Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil,

6. Tugas dan Fungsi BAZNAS

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
\ pendayagunaan zakat;

Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
. pendayagunaan zakat;

Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan
> pendayagunaan zakat; dan

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
* Zakat.

Untuk teriaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS

menmiliki kewenangan:

1. |Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
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Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS

Wi

Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,

3. |sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

Provinsi dan LAZ.

Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional,

BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan

1. llzakat di daerah terutama bagi BAZNAS Provinsi maupun

|BAZNAS Kabupaten/Kota

2. tIBAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIIl DPR-RI.

BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain
Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam
jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan

Kementerian/lLembaga pada kementerian Keuangan RI.

7. Struktur Organisasi BAZNAS Mamuju Tengah

Ketua : Hamsa, S.E.

Wakil Ketual : Murkama, S.Pd.

Wakil Ketua [I ; Sutardi Karim, S.Pd.1
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Wakil Ketua Il : H. Mustamin

Sekretaris ; Zulkarnain

Bendahara : Hj. Nurfadillah

Bid. Perencanaan/SDM : Richo Nurapriyanto, S.E

Rohmah Ramdan, S.E.
Yunita Sari, S.E.

Bid. Pengumpulan : Abdul Hakim
Andi Besse Aisyah, S.Pd.

Bid. Pendistribusian : Mahyuddin Hamid, S.H.I
Hamsa, S.Pd.
Rusman.

B. Peranan BAZNAS Mamuju Tengah

Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat
diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga
pengelolaan zakat dalam melaksanakan harapan yang dimiliki. Peranan
suatu lembaga atau organisasi dalam masyarakat lebih banyak
menyangkut pada aktivitasnya tersebut yang bersumber dari program-
program yang dijalankan. Keberhasilan BAZNAS dailam pendistribusian
dana zakat kepada mustahik yang benar-benar miskin dan membutuhkan
atau sebaliknya. BAZNAS Mamuju tengah melakukan program

perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
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Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Bapak
Hamsa yang mengatakan bahwa :

‘BAZNAS Mamuju tengah melakukan perencanaan,

pengumpulan, dan distribusi kepada masyarakat miskin di

Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah. BAZNAS Mamuju

Tengah menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima

zakat (mustahik), totalnya ada kurang lebih 1000 orang.™*

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS
Mamuju Tengah melakukan perencanaan terhadap pengumpulan dan
pendistribusian zakat di Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah dan
menyalurkannya kepada kurang lebih 1000 masyarakat miskin di wilayah
tersebut.

Konsep  pengentasan  kemiskinan sudah  banyak
dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih
kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimali.
Dalam konsep islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara,
namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat
merupakan pranata keagamaan yang beriujuan untuk meningkatkan
keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Zakat
bukan sekedar rukun islam saja dan juga bukan sekedar amal saleh yang
bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah upaya membangun tatanan

masyarakat yang teratur di suatu negara dengan lembaga khusus yang

bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.

* Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (Hasil Wawancara, di Kantor BAZNAS
Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)
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BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana
lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung
jawab yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat sangat

berperan penting dalam hai menghimpun dan mendistribusikan zakat.

C. Kondisi Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di
provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini berada
di Tobadak. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten
Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR Rl pada 14
Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah

Otonomi Baru (DOB).

Tobadak adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mamuju

Tengah, Sulawesi Barat, indonesia.

Tobadak adalah salah satu kecamatan di Mamuju Tengah,
dengan penduduk sekitar 50.600 Jiwa terdiri dari 8 Desa yang meliputi
Desa Tobadak, Desa Mahahe, Desa Polongaan, Desa Batuparigi, Desa
Sulobaja, Desa Bambadaru, Desa Sejati Dan Desa Saluadak. Penduduk
kecamatan Tobadak beragam suku, dari suku asli maupun pendatang,
karna beberapa desa di Kecamatan Tobadak merupakan Daerah

Transmigrasi.
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Daerah yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam
(Tani) ini merupakan daerah dataran tinggi dan sungainya terpampang
dari desa Salule’bo sampai desa Tobadak, menuju Tabolang (Kecamatan

Topoyo) dan Bermuara di Desa Patulana (kecamatan Budong-budong).

Tobadak dijadikan sebagai Ibu kota Kabupaten Mamuju
Tengah oleh kemendagri setelah peninjauan wilayah Mamuju Tengah.
Kantor Kecamatan Tcobadak terletak di Desa Mahahe, kecamatan
Tobadak. Disektor pendidikan, Kecamatan Tobadzak telah memiliki sekolah
di setiap desanya di tingkat Sekolah Dasar, Sedangkan ditingkat Sekolah
Menengah Pertama, Kecamatan Tobadak Memiliki 3 Sekolah yang
Masing-masing Terletak Didesa Mahahe, Desa Tobadak Dan Desa Batu
Parigi. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Atas dan
sederajat Kecamatan Tobadak Memiliki 1 SMA dan 1 SMK yang terletak di

Desa Mahahe.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
bertindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses
terhadap pendidikan dan Pekerjaan. Dengan masih adanya penduduk
miskin maka menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah

masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
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Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu
daerah adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan
berkualitas, dengan adanya Sumber Daya Manusia baik akan memicu

tingkat penurunan kemiskinan di suatu daerah.

Berdasaran data BPS Mamuju, penduduk miskin di
Kabupaten Mamuju Tengah sampai pada tahun 2017 sebesar 6,95 persen
dengan jumlah 8, 82 ribu jiwa penduduk Kabupaten Mamuju Tengah

berada di bawah garis kemiskinan

Garis Kemiskinan
Tahun Persentase
(Rupiah)
2017 226.559 6.95
2018 236.699 7.14
2019 239.592 6.87

Sumber data: BPS Sulawesi Barat Tahun 2020
Dari Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Persentase dan
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami
penurunan. Pada tahun 2017 jumiah penduduk miskin berada pada
angka 6.59%. Dan pada data terakhir, tahun 2019 jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Mamuju Tengah justru mengalami penurunan yakni
berjumiah 6.87%. Sehingga kita dapat membuat hipotesa bahwa

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah jelas terjadi
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karna persentase dan jumiah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju

Tengah mengalami penurunan di tahun 2019.

D. Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemisikinan di Kecamatan
Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 6, BAZNAS
(Badan Amil Zakat Nasional) merupakan iembaga yang berwenang
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harus mempunyai perencanaan
tentang program-program yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat.
Dalam menentukan program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Kabupaten Mamuju Tengah berpedoman pada Peraturan BAZNAS Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten
Mamuju Tengah. Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS
Kabupaten Mamuju Tengah harus mengacu pada RKAT (Rancangan
Kerja dan Anggaran Tahunan). RKAT merupakan panduan kerja bagi
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah untuk
periode waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dan ditetapkan oleh
Komisioner BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuiju

Tengah.
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Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS

Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Hamsa dimana beliau mengatakan :
‘BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahunnya
mengadakan Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan,
BAZNAS itu intinya ada dua yaitu pengumpulan dan
pendistribusian. Jadi itu sudaf di rencakan sebelum tahun
berikutnya, harus sudah selesai perencanaan. Jadi seperti kita
ini sebelum tahun 2019, maka akhir tahun 2018 itu sudah
harus di adakan rapat kerja untuk menentukan program kita
yaitu pengumpulan dan pendistribusian” >
Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS

(Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah melakukan

perencanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat di

Kabupaten Mamuju Tengah setiap 1 Periode (1 Tahun).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa dana
zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam
dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Begitu pula BAZNAS (Badan Amil
Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan
fungsinya, telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi
amanah. Progam-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan
penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan
sedekanh.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS

Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Hamsa dimana beliau mengatakan

* Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (Hasil Wawancara, di Kantor BAZNAS
Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)
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“Program tersebut  sangatiah berimplikasi  pada
kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat karena
memang sasaran utama dan program tersebut adalah
memang Kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
Alat ukur yang digunakan adalah Indeks Kesejahteraan
BAZNAS (IBK) ini dibuat sebagai alat untuk mengukur
kinerja program penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS
sekaligus sebagai alat bagi masyarakat untuk memantau
bagaimana proses penyaluran zakat BAZNAS sefama ini"*®

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
program-program yang telah disusun berdasarkan kajian dan penyesuaian
seperti zakat, infag, dan sedekah disalurkan kepada mustahik yang
berhak menerima zakat, infaq, dan sedekah tersebut. Program tersebut
selain direncanakan, dikumpulkan, dan didistribusikan tiap 1 periode juga
dilakukan evaluasi dengan alat ukur yaitu indeks kesejahteraan
masyarakat.

Konsep  pengentasan  kemiskinan  sudah  banyak
dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih
kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal.
Dalam konsep Islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara,
namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Zakat
bukan sekedar rukun islam saja dan juga bukan sekedar amal saleh yang

bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah upaya membangun tatanan

* Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (Hasil Wawancara, di Kantor BAZNAS
Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)
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masyarakat yang teratur di suatu negara dengan lembaga khusus yang
bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana
lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung
jawab yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat sangat
berperan penting dalam hal menghimpun dan mendistribusikan zakat.
Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris BAZNAS Kabupaten Mamuju
Tengah, Bapak Zulkamain bahwa :

‘Program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) itu intinya

hanya 2 yaitu mengumpulkan atau menghimpun dan

mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah. Bagian yang
lainnya hanya sebagai unsur pendukung saja™’

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumiah harta
yang teiah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan
kepada yang berhak menerima {(mustahik). Pelaksanaan pendistribusian
merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah dicanangkan oleh
organisasi. Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf
(golongan) yang disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60 yang terdiri atas
fakir, miskin, amil, mualaf, rigab, gharimin, fii sabiliflah dan ibnu sabil.

Ketua BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Hamsa
mengungkapkan bahwa :

‘Berdasarkan data penerima bantuan BAZNAS Mamuju

Tengah tahun 2019/2020 masih banyak masyarakat yang
termasuk miskin. Rata-rata mata pencaharian masyarakat

¥ Zulkarnain, Sekretaris BAZNAS Mamuju Tengah, (Hasil Wawancara, di Kantor
BAZNAS Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)
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miskin di kec. Tobadak kab. Mamuju tengah didominasi oleh
petani/kebun, irt, dan pengangguran™®.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulka bahwa
masyarakat miskin Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah rata-
rata memiliki mata pencaharian sebagai petani/kebun, ibu rumah tangga,
dan pengangguran, masing-masing tersebut termasuk kedalam 8 asnaf
{(golongan) yang berhak menerima zakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju
Tengah telah menjalankan pendistribusian sesuai dengan amanah
undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang
No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 26. Di dalamnya disebutkan bahwa
pendistribusian Zzakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Seperti
yang di katakan Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten
Mamuju Tengah, bapak Hamsa bahwa :

‘Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 telah

dijelaskan bahwa seandainya kebutuhan dasar mustahik

telah terpenuhi maka barulah kita arahakn atau distribusikan
kepada pendayagunaan™®

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi prioritas dari distribusi atau penyaluran zakat adalah memenuhi

kebutuhan dasar dari para mustahik, dan apabila kebutuhan dasar para

* Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (Hasif Wawancara, di Kantor BAZNAS
Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)

* Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (Hasil Wawancara, di Kantor BAZNAS
Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)
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mustahik telah terpenuhi barulah penyalurannya akan diarahkan kepada
pendayagunaan yang bermanfaat.

Jika kita menyimpulkan apakah BAZNAS (Badan Amil Zakat
Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam pengentasan
kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
jawabannya iya, tapi belum mencapai target perencanaan. Karna semua
program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasiona!) Kabupaten Mamuju
Tengah tergantung dan disesuaikan dari prediksi dana yang masuk.
Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Tetapi jika menilai dari efektifitas pelaksanaan program-
program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju

Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana
lembaga pemerintah nonstrukiural yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat sangat berperan penting dalam hal
menghimpun dan mendistribusikan zakat. BAZNAS
Kabupaten @ Mamuju Tengah melakukan program
perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat dan menyalurkannya kepada
mustahik.

2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten
Mamuju Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2017
jumlah penduduk miskin berada pada angka 6.59%. Dan
pada data terakhir, tahun 2019 jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Mamuju Tengah justru mengalami penurunan
yakni berjumlah 6.87%. Sehingga kita dapat membuat
hipotesa bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten

Mamuju Tengah jelas terjadi karma persentase dan jumiah
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penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami
penurunan di tahun 2019,

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju
Tengah berperan dalam pengentasan kemiskinan di
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dengan
mencapai target perencanaan. Kama semua program
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju
Tengah tergantung dan disesuaikan dari prediksi dana yang
masuk. Selain itu yang menjadi kendala dalam distribusi
zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk
berzakat. Prioritas dari distribusi atau penyaluran zakat
adalah memenuhi kebutuhan dasar dari para mustahik, dan
apabila kebutuhan dasar para mustahik telah terpenuhi
barulah penyalurannya akan diarahkan kepada

pendayagunaan yang bermanfaat.

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, berikut beberapa

saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju

Tengah

Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Mamuju Tengah mampu mempertahankan program-program yang
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sudah dilaksanakan dan lebih meningkatkan program yang bertujuan
untuk pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

. Bagi Mustahik

Diharapkan para mustahik dapat memanfaatkan bantuan yang
diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara

maksimal.
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